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ABSTRAK 
 
Jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan peraturan tertulis dan dilaksanakannya kegiatan 
pendaftaran tanah. Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah, baik berupa kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali, maupun kegiatan pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data. Untuk 
kegiatan pendaftaran tanah bagi pemeliharaan data, jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diperlukan. 
Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana tugas pokok utamanya PPAT dalam kegiatan pendaftaran tanah.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah 
menjalankan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS) yang akan 
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Untuk meningkatkan pelayanan PPAT kepada 
masyarakat, diterbitkan PP 24 Tahun 2016 yang memperluas daerah kerja PPAT sampai tingkat provinsi. Untuk 
meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional melakukan pembinaan dan pengawasan PPAT melalui kode etik PPAT. 
Kata kunci: Pendaftaran Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
    
I. PENDAHULUAN 
Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, hukum tanah nasional telah mengatur jenis hak penguasaan atas tanah 
yang memberi wewenang untuk berbuat sesuatu. Hak bangsa Indonesia merupakan hak penguasaan atas tanah 
tertinggi dan menjadi sumber hak perorangan atas tanah. Negara Republik Indonesia melaksanakan hak menguasai 
dari negara untuk mengatur penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pengusahaan tanah di seluruh Indonesia. 
Adapun perorangan dan badan hukum diberi kesempatan untuk mempunyai hubungan hukum dengan sebidang 
tanah yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pada intinya pengaturan penguasaan tanah merupakan 
penjabaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Amanat tersebut diatur 
lebih lanjut dalam  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria 
(selanjutnya disebut UUPA), dengan mengatur berbagai hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, dan hak pakai. Disadari bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut memerlukan jaminan kepastian 
hukum yang dapat diperoleh dengan melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, sehingga pemegang hak atas tanah 
dapat memiliki sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang paling kuat.  
Menurut data yang ada hanya sekitar 30 persen dari 55 juta bidang tanah yang sudah bersertiikat. (Maria S.W. 
Sumardjono: 2009, 205). Saat ini pemerintah sedang menggiatkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap 
(PTSL) untuk mempercepat pendaftaran tanah. Pada tahun 2018, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional mentargetkan menghasilkan 7,5 sertipikat tanah melalui program PTSL, tetapi kenyataannya 
berhasil menerbitkan 9,4 juta sertipikat, artinya hasil PTSL telah melampaui target. Di tahun 2019 ini, kembali 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mentargetkan 9 juta sertipikat. (www.tirto.id., 
diunduh 28 Agustus 2019). 
Bagi tanah yang sama sekali belum pernah didaftar dalam arti belum mempunyai sertipikat tanah, dilakukan 
kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Sedangkan bagi tanah yang sudah pernah didaftar, maka setiap 
terjadi perubahan subyek atau perubahan hak atau perubahan tanah, perlu dilakukan kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pemeliharaan data. Dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data tersebut, diatur 
pentingnya tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.  
 
II. PERMASALAHAN 
Bagaimana tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah? 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
diperoleh dari studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga penulis dapat 
menggambarkan tugas pokok Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kegiatan pendaftaran tanah. 
 
IV. PEMBAHASAN 
Konsepsi penguasaan tanah di Indonesia adalah komunalistik religius, artinya meskipun mengandung unsur 
kebersamaan tetapi dimungkinkan penguasaan tanah secara individual, berdasarkan hak-hak atas tanah yang bersifat 
pribadi. (Boedi Harsono: 2013, 206). UUPA telah mengatur hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak 
pakai. Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling lama jangka waktunya karena berlaku tanpa batas, hak ini 
juga paling kuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, penggunaannya juga bisa untuk pertanian dan non 
pertanian, dan hak milik dapat diwariskan apabila pemiliknya meninggal dunia. Subyek hak milik pada prinsipnya 
hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Artinya badan hukum prinsipnya tidak dapat menjadi pemegang 
hak milik, kecuali badan hukum yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963. Hak milik dapat 
digunakan untuk bercocok tanam atau untuk mendirikan bangunan, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 
Khusus untuk pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha perkebunan, pertanian, dan peternakan, diberikan hak 
guna usaha yang dapat dikuasai oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Hak guna usaha 
mempunyai jangka waktu paling lama 35 tahun, kemudian dapat diperpanjang 25 tahun, dan selanjutnya dapat 
diperbarui haknya paling lama 35 tahun. Selanjutnya untuk kebutuhan mendirikan bangunan, disediakan hak guna 
bangunan yang hanya dapat dikuasai oleh warganegara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Hak ini menurut 
UUPA diberi jangka waktu paling lama 30 tahun, apabila jangka waktu tersebut berakhir, dapat diperpanjang 20 
tahun, dan jika masa perpanjangan habis, selanjutnya dapat diperbarui haknya paling lama 30 tahun. Selain hak 
milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, UUPA juga mengatur hak pakai yang dapat digunakan untuk 
pertanian atau non pertanian asal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Khusus hak pakai dapat diberikan 
kepada warganegara Indonesia, warga negara asing yang berdiam di Indonesia, badan hukum Indonesia, dan badan 
hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Jangka waktu hak pakai untuk keperluan umum adalah 
paling lama 25 tahun, kemudian dapat diperpanjang 20 tahun, setelah itu dapat diperbarui haknya selama 25 tahun. 
Sedangkan hak pakai untuk keperluan khusus yaitu hak pakai yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik negara 
asing, perwakilan badan-badan internasional, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, 
badan-badan keagamaan, dan badan-badan sosial, jangka waktunya adalah selama tanahnya masih dipergunakan 
oleh pemegang haknya sesuai dengan peruntukkannya. (Arie S. Hutagalung: 2005, 101). 
Untuk mewujudkan kepastian hukum kepemilikan tanah tersebut, UUPA mewajibkan dilaksanakannya 
kegiatan pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa unsur 
kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karena itu hukum positif yang 
mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati. (Margono: 2019, 117). 
Adapun dasar hukum pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam PP No 24 Tahun 
1997, ditegaskan bahwa “ pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”  
Kegiatan pendaftaran tanah terdiri dari kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali. Pendaftaran tanah untuk pertama kali ada dua macam yaitu pendaftaran tanah 
secara sistematik dimana prakarsa pendaftaran tanah berasal dari pemerintah; dan pendaftaran tanah secara sporadik 
dimana inisiatif untuk melakukan pendaftaran tanah berasal dari yang punya tanah. Produk pendaftaran tanah untuk 
pertama kali adalah sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang paling kuat. Kekuatan 
pembuktian sertipikat tanah menunjukkan bahwa keterangan yang ada di dalam sertipikat itu dapat dipercaya 
kebenarannya sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan kebalikannya. Sedangkan pendaftaran tanah 
untuk pemeliharaan data dilakukan apabila terjadi pemegang hak atas tanah menjual tanahnya kepada pihak lain, 
atau karena pemegang hak meninggal dunia sehingga terjadi pewarisan, dapat pula disebabkan terjadi perubahan 
hak, misalnya semula tanah berstatus hak guna bangunan kemudian ditingkatkan haknya menjadi hak milik, atau 
terjadi pemisahan tanah, penggabungan atau pemecahan tanah. 
Dalam pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data, misalnya terjadi pemindahan hak atas tanah berupa  
hibah, tukar menukar, atau yang sering dilakukan adalah jual beli tanah, begitu pula bila terjadi pemberian hak 
tanggungan, Pejabat Pembuat Akta Tanah diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tersebut. Dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dinyatakan bahwa “PPAT adalah pejabat umum yang diberi 
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak 
milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan 
ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak 
milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.” Berdasarkan Pasal 2 ayat 
(1) PP No 37 Tahun 1998, tugas pokok PPAT adalah “melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan 
membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang 
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu”. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut PPAT berwenang untuk membuat  
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Saat ini jumlah PPAT di Indonesia adalah 12.191 orang, sedangkan 
jumlah PPAT Sementara 618 orang. (http://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Daftar-Ppat, diunduh tanggal 28 Agustus 
2019). Jumlah PPAT tersebut tentunya perlu disesuaikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 
260 juta orang, artinya kebutuhan PPAT masih diperlukan, terutama pula penyebarannya belum merata. 
Menurut Pasal 6 PP No 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT adalah harus 
WNI, sehat jasmani dan rohani, berusia serendah-rendahnya 22 tahun; kemudian berdasarkan surat keterangan yang 
dibuat oleh instansi kepolisian setempat yang bersangkutan dinyatakan berkelakuan baik; syarat berikutnya adalah 
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;  sehat jasmani dan rohani;  
memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan atau lulusan program pendidikan khusus 
PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
agraria/pertanahan; telah lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan; dan  telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 
karyawan pada kantor PPAT minimal 1 tahun, setelah lulus pendidikan kenotariatan. Mengenai syarat usia minimal 
22 tahun, Notaris dan PPAT Hapendi Harahap mengatakan rasio yang dipakai menentukan usia paling rendah 22 
tahun belum matang, karena tidak berbanding lurus kecerdasan seseorang menyelesaikan studinya dengan 
pengalaman praktik di lapangan. Selain kecerdasan, jauh lebih diutamakan adalah integritas dan kematangan 
berpikir. (www.hukum online.com. Diunduh 28 Agustus 2019). 
Sebelum seorang PPAT dapat menjalankan jabatannya maka, ia wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT 
dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Setelah dilakukan pengambilan sumpah jabatan, maka selambat-
lambatnya 60 hari setelah itu PPAT wajib menyampaikan contoh tanda tangan, teraan cap/stempel jabatannya, 
contoh paraf dan  alamat kantornya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Bupati/Walikota, 
Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang 
bersangkutan, serta melaksanakan jabatannya secara nyata. 
Dalam melaksanakan jabatannya, PPAT dapat merangkap jabatan sebagai notaris di tempat kedudukan 
notaris. Yang tidak boleh dilakukan PPAT adalah “merangkap jabatan atau profesi:  pegawai negeri, pegawai badan 
usaha milik negara, pegawai badan usaha daerah, pegawai swasta; merangkap sebagai konsultan, advokat atau 
penasehat hukum, merangkap pejabat negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau merangkap 
sebagai pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, mediator, penilai tanah, 
surveyor berlisensi; dan/atau jabatan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”. 
Selain hal tersebut, terdapat pengaturan bahwa PPAT dalam melaksanakan jabatannya mempunyai daerah 
kerja. Semula berdasarkan PP No 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, ditetapkan daerah kerja PPAT 
adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Sedangkan untuk daerah kerja PPAT 
Sementara dan PPAT Khusus, meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar 
penunjukaannya. Yang dimaksud dengan PPAT Sementara adalah “pejabat pemerintah yang ditunjuk karena 
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah kerja yang belum cukup 
terdapat PPAT”. Sedangkan PPAT Khusus adalah “Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena 
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan 
program atau tugas pemerintah tertentu”.  
Dalam perkembangannya melalui PP No 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No 37 Tahun 1998 
tentang Peraturan Jabatan PPAT, daerah kerja PPAT diperluas, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang 
menyatakan bahwa “daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi”. Tetapi tempat kedudukan PPAT di 
kabupaten/kota di provinsi yang menjadi bagian dari daerah kerja. Sebagai contoh, PPAT yang semula daerah 
kerjanya Kabupaten Tangerang, maka berdasarkan peraturan yang baru, PPAT tersebut mmepunyai daerah kerja 
Provinsi Banten, sedangkan tempat kedudukannya tetap di Kabupaten Tangerang. Jadi ada perubahan pengaturan 
mengenai daerah kerja PPAT. Terhadap perluasan daerah kerja PPAT ini timbul pro kontra dari beberapa pihak. 
Ketua Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Winanto Wiryomartani menilai sudah baik 
pengaturannya, ada kepastian wilayah kerja, yang lebih mengarah kepada Undang Undang Jabatan Notaris. 
(www.hukum online.com, diunduh 28 Agustus 2019). Habib Adjie, Notaris dan PPAT senior kota Surabaya melihat 
perubahan luasan daerah kerja PPAT yang menjadi satu wilayah provinsi memiliki potensi timbulnya masalah 
tersendiri bagi PPAT, yaitu kesulitan saat berhubungan dengan Badan Pertanahan Nasional, kesulitan terkait 
perpajakan, dan permasalahan berkaitan dengan etika. (www.hukum online .com, diunduh 28 Agustus 2019). 
Sedangkan Notaris PPAT Jakarta, Irma Devita berpendapat terkait penghasilan PPAT, dalam arti secara sempit 
ketentuan perluasan daerah kerja PPAT dapat memberi rejeki bagi para PPAT dengan semakin luasnya wilayah 
jabatan tersebut. Namun bagi PPAT baru atau relatif muda, hal ini dianggap semakin mempersempit kesempatan 
untuk mendapatkan rejeki dengan semakin luasnya ruang gerak PPAT senior yang sudah memiliki banyak 
relasi.(www.hukum online.com, diunduh 28 Agustus 2019). Adanya ketentuan perluasan daerah kerja ini ditujukan 
agar PPAT dapat meningkatkan peranan PPAT serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas pendaftaran 
tanah. 
Pada prinsipnya PPAT hanya memiliki kewenangan membuat akta dimana obyek perbuatan hukumnya 
terletak di dalam daerah kerja PPAT. Apabila PPAT membuat akta yang obyeknya di luar daerah kerja PPAT, maka 
perbuatan hukum itu menjadi tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah. Hal ini 
dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 yang memutuskan 
bahwa sertipikat hak atas tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Menurut Pasal 21 PP No 37 Tahun 1998, “PPAT membuat akta PPAT dengan bentuk yang sudah ditetapkan 
oleh Menteri. Akta tersebut dibuat dalam bentuk asli dalam dua lembar, yaitu lembar pertama sebanyak satu rangkap 
disimpan oleh PPAT, dan lembar kedua sebanyak satu rangkap,  disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk 
keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan hak tanggungan, 
disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan, dan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya”. 
Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada permulaan tahun berjalan. Akta PPAT 
tersebut  wajib dibacakan kemudian isinya dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh minimal 2 orang saksi 
sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT. Setelah membuat akta, PPAT 
diwajibkan menyimpan setiap lembar akta PPAT asli dan harus dijilid sebulan sekali. Setiap jilid terdiri dari 50 
lembar akta. Sedangkan jilid terakhir dalam setiap bulan memuat lembar-lembar akta sisanya. Diwajibkan bagi 
PPAT, membuat satu buku daftar untuk semua akta yang dibuatnya. Buku daftar akta tersebut diisi setiap hari kerja 
PPAT dan ditutup setiap akhir hari kerja dengan garis tinta yang diparaf oleh PPAT yang bersangkutan. Selanjutnya, 
PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT 
kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai ketentuan Undang Undang atau Peraturan 
Pemerintah yang berlaku, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, 
PPAT wajib memperhatikan larangan yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), 
yaitu larangan membuka/mempunyai kantor cabang atau kantor perwakilan, atau larangan  PPAT secara langsung 
mengikutsertakan atau menggunakan perantara-perantara dengan mendasarkan pada kondisi-kondisi tertentu dan 
adanya larangan promosi dengan  media massa. Kode Etik juga mengatur PPAT  tidak boleh melakukan tindakan-
tindakan mengiklankan diri, selanjutnya dilarang  memasang papan nama di luar batas-batas kewajaran dan/atau 
memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor PPAT dan ada larangan bagi PPAT  
mengadakan usaha yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan PPAT. 
PPAT juga dilarang melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan rekan PPAT, atau mengajukan 
permohonan kepada instansi, perusahaan, lembaga ataupun perseorangan untuk ditetapkan sebagai PPAT, atau 
PPAT tidak boleh menerima atau memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta yang rancangannya 
telah disiapkan oleh PPAT lain, kecuali telah mendapat izin dari PPAT pembuat rancangan.  Ada pula larangan bagi 
PPAT berusaha agar seseorang berpindah dari PPAT lain kepadanya, dilarang pula PPAT menempatkan pegawai 
atau asisten PPAT di satu atau beberapa tempat di luar kantor PPAT yang bersangkutan dimana mereka bertugas 
menerima klien yang akan membuat akta, dan selanjutnya dalam Kode Etik dilarang PPAT mengirim minuta kepada 
klien untuk ditandatangani klien. Kemudian ada ketentuan banhwa sesama PPAT tidak boleh menjelek-jelekan 
dan/atau mempersalahkan rekan PPAT dan/atau akta yang dibuat olehnya, juga PPAT tidak boleh menahan berkas 
seseorang dengan maksud agar orang itu membuat akta pada PPAT yang menahan berkas, dan terdapat larangan 
menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta yang 
dibuat oleh/dihadapan PPAT yang bersangkutan. Kode Etik juga mengatur tidak boleh PPAT membujuk dan/atau 
memaksa klien dengan cara atau dalam bentuk apapun untuk membuat akta padanya ataupun untuk pindah dari 
PPAT lain, lalu ada larangan membentuk kelompok di dalam tubuh IPPAT dengan tujuan untuk melayani 
kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif. Selanjutnya diatur larangan melakukan perbuatan-
perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran kode etik PPAT, antara lain  pelanggaran terhadap 
ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas 
pokok PPAT, atau melanggar isi sumpah jabatan, dan melanggar hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, 
Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi IPPAT tidak boleh 
dilakukan oleh anggota perkumpulan PPAT. 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan PPAT, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan Pasal 33 PP No 24 Tahun 2016. Pembinaan 
merupakan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Menteri terhadap PPAT secara efektif dan efisien 
untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan 
administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para PPAT dalam 
menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 2 Tahun 2018, pembinaan dan 
pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri. Sedangkan pembinaan dan pengawasan di daerah dilakukan 
oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan. Pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan 
Kepala Kantor Pertanahan. Beberapa hal yang menjadi pokok pembinaan adalah penyampaian dan penjelasan 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri terkait pelaksanaan tugas PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; kemudian sosialisasi, diseminasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan; 
secara rutin minimal satu tahun satu kali dilakukan pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara 
periodik; dan/atau  pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai Kode Etik. Selain itu Kepala 
Kantor Pertanahan atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas akta yang dibuat oleh PPAT pada saat 
pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak. 
Mengenai pengawasan terhadap PPAT, pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan 
jabatan PPAT, dan penegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
PPAT. Beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT adalah mengenai tempat 
kedudukan kantor PPAT, papan nama, stempel jabatan PPAT, kop surat, kemudian penggunaan formulir akta, 
pembuatan akta dan penyampaian akta, mengenai penyampaian laporan bulanan akta, lalu tentang penjilidan akta, 
pembuatan daftar akta PPAT, warkah pendukung akta, protokol atau penyimpanan bundel asli akta, dan mengenai 
pelaksanaan jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam melakukan pemeriksaan ke kantor PPAT, Kepala 
Kantor Pertanahan diwajibkan paling sedikit satu kali dalam satu tahun memeriksa PPAT. 
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, berdasarkan Pasal 15 Permen ATR/Kepala BPN No 2 
Tahun 2018, Menteri dapat membentuk Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Majelis tersebut terdiri atas, di 
tingkat Pusat Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP); sedang di tingkat Provinsi terdapat Majelis 
Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah (MPPW); dan di tingkat Kabupaten atau Kota terdapat Majelis Pembina dan 
Pengawas PPAT Daerah (MPPD). Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dilaksanakan 
mulai dari tingkat MPPD.  Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT secara jelas telah terbukti dan 
nyata, Kepala Kantor Pertanahan dapat langsung memberikan sanksi berupa surat teguran tertulis kepada PPAT 
tanpa melalui pemeriksaan MPPD.  
Apabila ada usulan Kepala Kantor Pertanahan atau ada keberatan PPAT terlapor, maka dibentuk dan 
ditugaskan Tim Pemeriksa MPPW.  Selanjutnya jika ada usulan Kepala Kantor Wilayah BPN atau ada permohonan 
keberatan PPAT terlapor maka Ketua MPPP membentuk dan menugaskan Tim Pemeriksa MPPP untuk melakukan 
pemeriksaan dan/atau pengkajian atas usulan atau keberatan. 
Apabila terdapat PPAT yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran dan sedang dalam usulan 
pemberian sanksi berupa pemberhentian, PPAT tersebut tidak boleh menjalankan jabatan PPAT (status quo). 
Keadaan status quo ini berlaku sampai dengan Kementerian menetapkan sanksi bagi PPAT bersangkutan. Adapun 
pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa teguran tertulis dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan. Sedangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT berupa 
pemberhentian sementara dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN. Menteri memberikan sanksi kepada PPAT 
yang terbukti melakukan pelanggaran, berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. 
Pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan untuk menjaga jabatan PPAT sebagai pembuat akta otentik 
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi juga untuk melindungi masyarakat. Peningkatan 
pembinaan dan pengawasan itu diatur dan dilaksanakan, karena dalam praktek ditemukan adanya PPAT yang tidak 
menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya. 
 
V. SIMPULAN 
Pendaftaran tanah diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pendaftaran tanah 
pada dasarnya ada dua macam yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan pendaftaran tanah untuk 
pemeliharaan data. Pejabat Pembuat Akta Tanah diperlukan dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pemeliharaan 
data, karena pendaftaran tanah ini memerlukan bukti perbuatan hukum yang berbentuk akta PPAT. Jadi tugas pokok 
PPAT melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan 
dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah. Untuk meningkatkan pelayanan PPAT kepada 
masyarakat, maka daerah kerja PPAT diperluas menjadi satu provinsi. Sedangkan untuk peningkatan kualitas 
pelayanan, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan pembinaan dan 
pengawasan PPAT. 
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